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ABSTRAK 

Program food estate merupakan program prioritas kedua yang termuat dalam 

Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024 dan pelaksanaanya melalui 

Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan dan Perubahan Fungsi 

Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Program food estate adalah 

kegiatan usaha pangan dalam skala luas di suatu wilayah yang ditujukan untuk 

mendukung pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan nasional di 

Indonesia terutama di tengah wabah pandemi Covid-19. Salah satu wilayah yang 

digunakan untuk program food estate ialah lahan 30.000 hektar yang berada pada 

kawasan eks-PLG sejuta hektar yang mengalami kegagalan pada era Orde Baru 

yang berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan 

Tengah. Dari 30.000 hektar lahan di kawasan eks-PLG tersebut terdapat ekosistem 

gambut yang digunakan, ekosistem gambut sendiri dapat dimanfaatkan berdasarkan 

fungsinya, yakni ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dan ekosistem gambut 

dengan fungsi lindung. Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya sendiri dapat 

dimanfaatkan untuk segala jenis kegiatan, namun terhadap ekosistem gambut 

dengan fungsi lindung pemanfaatannya bersifat limitatif untuk kegiatan penelitian, 

ilmu pengetahuan, pendidikan dan jasa lingkungan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. 

Adapun berdasarkan metode penelitian hukum normatif yang digunakan pada 

penelitian ini, ditemukan hasil penelitian jika program food estate di Kalimantan 

Tengah menggunakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Hal ini tentu 

bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Namun dari regulasi program food estate 

sendiri yakni Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan dan 

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan melegalkan 

penggunaan kawasan hutan lindung untuk digunakan melalui mekanisme 

Penetapan Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Jika merujuk pada 

hirarki peraturan perundang-undangan maka perlu diadakan sinkronisasi dan 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang program food 

estate yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. 

Selain itu juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan terhadap 

lingkungan hidup terutama terhadap ekosistem gambut.  

 

Kata Kunci: Food estate, Penggunaan lahan gambut, Kalimantan Tengah, 

Proyek Strategis Nasional  
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ABSTRACT 

The food estate program is the second priority program included in the 2020-2024 

National Strategic Projects (PSN), and its implementation is through the Minister 

of Environment and Forestry Regulation No. 7 of 2021 regarding Forestry 

Planning, Changes in Land Use and Forest Area Functions, and Use of Forest 

Areas. The food estate program is a large-scale agricultural activity in a region 

aimed at supporting national economic recovery and food security in Indonesia, 

especially in the midst of the Covid-19 pandemic. One of the areas used for the food 

estate program is a 30,000-hectare land located in the former one million hectares 

of land development project (PLG) area that failed during the New Order era, 

located in Pulang Pisau and Kapuas Regencies, Central Kalimantan. Of the 30,000 

hectares of land in the former PLG area, there are peatland ecosystems that can be 

utilized based on their functions, namely peatland ecosystems with cultivation 

functions and peatland ecosystems with protection functions. Peatland ecosystems 

with cultivation functions can be utilized for all types of activities, but the use of 

peatland ecosystems with protection functions is limited to research, science, 

education, and environmental services based on Government Regulation No. 57 of 

2016 regarding Amendments to Government Regulation No. 71 of 2014 regarding 

Protection and Management of Peatland Ecosystems. Based on the normative legal 

research method used in this study, it was found that the food estate program in 

Central Kalimantan uses peatland ecosystems with protection functions. This is 

certainly contrary to Government Regulation No. 57 of 2016 regarding 

Amendments to Government Regulation No. 71 of 2014 regarding Protection and 

Management of Peatland Ecosystems. However, the food estate program regulation 

itself, namely the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 7 of 2021 

regarding Forestry Planning, Changes in Land Use and Forest Area Functions, 

and Use of Forest Areas, legalizes the use of protected forest areas to be used 

through the Mechanism of Designation of Forest Areas for Food Security (KHKP). 

If referring to the hierarchy of legislation, it is necessary to synchronize and 

establish legislation that regulates the food estate program that does not conflict 

with other legislation. In addition, it is also important to consider sustainability and 

protection aspects of the environment, especially regarding peatland ecosystems. 

 

Keywords: Food estate, Use of peatland, Central Kalimantan, National Strategic 

Project 
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